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Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang memegang peran penting dalam menciptakan keadilan social, terutama di dalam  pesatnya perkembangan di era digital. Dalam hal ini, sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," berfungsi sebagai landasan untuk memastikan setiap orang memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang dalam masyarakat digital. Artikel ini mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan untuk menghadapi tantangan kesenjangan digital, menjaga etika dan moralitas dalam interaksi sosial di dunia maya, serta kemajuan transformasi menuju revolusi digital. Dengan menggunakan teknologi  secara bijaksana dan adil, serta mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial, Indonesia dapat mengatasi tantangan global dengan mempertahankan  kepribadian  sebagai bangsa berdasarkan pada nilai-nilai mulia Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai arti penting Pancasila dalam konteks kekinian dan perannya dalam mencapai keadilan sosial di era digital.
A B S T R A C T
Pancasila as the state foundation of Indonesia holds an important role in creating social justice, especially amidst the rapid development in the digital era. In this regard, the fifth principle of Pancasila, "Social Justice for All Indonesian People," serves as a foundation to ensure everyone has equal access to resources and opportunities in the digital society. This article examines how Pancasila values can be applied to address the challenges of the digital divide, maintain ethics and morality in social interactions in the virtual world, and advance the transformation towards the digital revolution. By using technology wisely and fairly, and by prioritizing the principles of humanity and social justice, Indonesia can overcome global challenges while maintaining its national identity based on the noble values of Pancasila. This research aims to provide deeper insight into the importance of Pancasila in the contemporary context and its role in achieving social justice in the digital era. 
Pendahuluan 
Pancasila merupakan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur dan tetap relevan seiring perkembangan zaman. Hal ini dimungkinkan karena sifat Pancasila yang tidak terikat oleh konteks waktu. Rancangan para pendiri bangsa menunjukkan bahwa Pancasila ditujukan untuk berlaku secara berkelanjutan. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila telah menjadi kesepakatan politik sejak Indonesia berdiri hingga era teknologi informasi dan globalisasi saat ini. Negara Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai landasan utama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang terus berubah.Di tengah arus globalisasi, peran Pancasila menjadi sangat penting untuk menjaga jati diri bangsa, khususnya dalam era digital. Kemajuan teknologi dapat memperlebar kesenjangan digital, mempermudah penyebaran hoaks, serta mengancam nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Globalisasi juga membuat batas antarnegara semakin tidak terlihat sehingga budaya asing dan teknologi mudah masuk ke masyarakat, yang salah satunya dapat memunculkan tantangan terhadap keadilan sosial. Kondisi tersebut dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia. Apabila  mampu menyaring pengaruh globalisasi dengan baik, globalisasi dapat memberikan manfaat, seperti memperluas wawasan dan mempererat hubungan antarbangsa. Namun, jika tidak disikapi secara bijak, dampak negatifnya dapat merusak moral bangsa serta mengancam keberlangsungan budaya Indonesia.
[bookmark: _Hlk139848611]Pembahasan
Dalam era digital, sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi, informasi, dan peluang ekonomi digital, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan bagi semua.(Febri et al., 2025) Namun, Platform digital telah menjadi sarana penyebaran disinformasi, kebencian, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kampanye berita palsu yang bermotif politik dapat melemahkan demokrasi dan jurnalisme yang bertanggung jawab. Selain itu, monopoli teknologi digital mengancam keberagaman suara dan perspektif. Pengguna teknologi digital juga menjadi komoditas baru, dengan data pribadi yang dikumpulkan dan dikendalikan oleh platform untuk tujuan ekonomi dan politik. Ancaman lainnya termasuk pengawasan, marginalisasi, dan militerisasi di ruang digital, serta dampak negatif dari algoritma AI yang dapat memperburuk kesenjangan dan diskriminasi yang sudah ada.(Wiratraman et al., 2023)
Pancasila sebagai landasan negara dan ideologi bangsa Indonesia menawarkan prinsip-prinsip yang relevan untuk menjawab tantangan keadilan di era digital, sehingga memungkinkan kita menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi semua warga negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan konsep dasar yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan keyakinan tentang kehidupan yang baik dan benar. Sebagai landasan bagi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan dan mencapai cita-cita nasional. Dengan memiliki pandangan hidup yang jelas, bangsa Indonesia dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. (Rahmayani et al., 2022)
Tantangan-tantangan keadilan sosial di era digital
Kemajuan di indonesia telah berhasil di pengaruhi oleh era digital, terutama pada bidang konektivitas, teknologi informasi, dan aksebilitas publik, tetapi perkembangan ini juga mendatangkan tantangan dalam merealisasikan sila ke 5 ini, terutama pada yakni ketika internet dan perangkat teknologi mengalami akses yang tidak merata, seperti masyarakat perkotaan yang sudah mengalami globalisasi/transformasi teknologi di sebuah pendidikan atau lingkungan lainnya di bandingkan dengan wilayah pedesaan yang masih adaptasi dengan perkembangan teknologi atau bahkan desa terpencil yang belum mengetahui sama sekali mengenai teknologi yang sudah melesat ini. Peristiwa ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam bidang pendidikan, ekonomi, serta kesempatan bekerja berbasis digital. Literasi digitial yang rendah juga menjadi hambatan bagi tantangan keadilan. Masyarakat masih sulit memanfaatkan peluang ekonomi digital seperti remote job, e-commerce, dan fintech karena masih banyak kelompok yang belum kompeten dalam penggunaan teknologi secara efektif. Kurangnya ketrampilan digital juga dapat meningkatkan risiko penyebaran tantangan (digital divide) penyalahgunaan data dan kejahatan online (cybercrime) yang mudah menimpa pada masyarakat.(Khutmala, 2025)
Pada bidang ekonomi , terdapat pula tantangan keadilan sosial, yakni pelaku usaha kecil sering kalah bersaing dengan perusahaan besar atau  perusahaan teknologi besar (big tech) yang menyebabkan ketimpangan dalam ekonomi digital, akibatnya perubahan ekonomi digital terjadi secara tidak merata kepada masyarakat. Prosedur komputasi dan mekanisasi tenaga kerja juga dapat mengalihkan pekerjaan tradisional, sehingga menyebabkan peningkatan angka pengangguran bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan digital.(Nugroho, Arfianto & Bijaksana, 2025)Penyalahgunaan teknologi sebagai penindasan dan kecondongan sosial dapat di lihat dari beberapa kasus digital yang seharusnya seimbang justru meningkatkan ketidakadilan, misalnya kesalahan sistematis, penerimaan kerja online, pemantauan teknologi, dan analisis kredit berbasis data yang tidak sepenuhnya objektif.Dari berbagai tantangan tersebut, era teknologi digital menuntut pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk bekerja sama mengatasi kesenjangan. Tindakan seperti kesetaraan akses internet, peningkatan kemampuan teknologi, perlindungan informasi pribadi, dan penguatan ekonomi digital menjadi langkah penting untuk kemajuan teknologi agar benar-benar membuahkan keadilan sosial yang inklusif dan merata untuk seluruh masyarakat indonesia.
Peluang keadilan sosial di era digital
Era digital tidak hanya mendatangkan tantangan, tetapi juga menghadirkan peluang besar untuk mewujudkan keadilan social di Indonesia. Kehadiran teknologi informasi dan internet yang berkembang memberi kesempatan kepada Masyarakat dari berbagai latar belakang untuk memperoleh kemudahan akses, Pendidikan, dan layanan public yang lebih mudah dan cepat. Pemerintah dapat menghasilkan administrasi public berbasis online melalui system digital seperti pelayanan pemerintahan digital (e-government) dan layanan social digital, sehingga proses Lembaga pemerintahan menjadi lebih terbuka dan mengurangi potensi diskriminasi maupun penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bidang Pendidikan, system digital mampu mendorong terciptanya kesetaraan peluang belajar melalui situs web Pendidikan daring, kelas online, dan sumber belajar gratis yang dapat di akses oleh siapa saja. Dengan adanya system ini Masyarakat yang tinggal  di daerah terpencil akan memperoleh pengetahuan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota besar.
Era digital memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan kontrol sosial melalui media sosial, petisi daring, maupun forum online. Hal ini membuat setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses pembangunan serta memperjuangkan hak-haknya.
Di sisi lain, ekonomi digital membuka peluang besar bagi pemerataan kesejahteraan melalui pengembangan UMKM berbasis online, e-commerce, dan sistem pembayaran digital. Pelaku usaha mikro kini dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terhambat oleh jarak, kebutuhan modal besar, maupun keterbatasan infrastruktur fisik. Teknologi juga menciptakan berbagai jenis pekerjaan baru, seperti freelancer, pembuat konten, programmer, hingga pelaku ekonomi kreatif, sehingga masyarakat dapat memperoleh penghasilan tanpa harus terikat pada lokasi tertentu.(Aulia et al., 2025). Dalam aspek sosial, digitalisasi berperan mendorong inklusi bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok minoritas. Layanan teknologi yang ramah akses, kampanye sosial digital, serta gerakan solidaritas daring membantu meningkatkan kesadaran publik terhadap isu kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, apabila pembangunan digital dijalankan secara inklusif dan berkeadilan, era digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dalam akses pendidikan, layanan publik, partisipasi sosial, maupun peluang ekonomi.
Kesimpulan dan Saran 
Era digital memberikan pengaruh besar terhadap upaya mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia(Dwiyanti, 2025). Perkembangan teknologi dan internet membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses informasi, layanan publik, pendidikan, dan berbagai peluang ekonomi tanpa terhalang batas wilayah. Digitalisasi juga dapat meningkatkan inklusi sosial, terutama bagi kelompok rentan, melalui layanan teknologi yang lebih mudah dijangkau.Meskipun demikian, kemajuan tersebut juga menimbulkan tantangan yang dapat menghambat tercapainya keadilan sosial. Ketimpangan akses teknologi antara wilayah kota dan desa, rendahnya literasi digital, dominasi perusahaan teknologi besar, serta penyebaran disinformasi dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu penting yang harus diatasi. Selain itu, keamanan data pribadi yang lemah, potensi bias dalam algoritma, dan perubahan struktur pekerjaan akibat otomatisasi turut memperdalam ketidaksetaraan.
Sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa, Pancasila memberikan nilai-nilai yang dapat dijadikan acuan dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan mengutamakan prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, Indonesia dapat memanfaatkan perkembangan digital secara bijaksana untuk membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera.Dari pernyataan ini, diperlukan adanya rekomendasi yang relevan, seperti pemerataan akses teknologi yang mana pemerintah perlu mempercepat peningkatan fasilitas digital terutama pada wilayah pedesaan dan daerah yang terpencil agar Masyarakat mendapatkan kesetaraan penggunaan teknologi, Upaya ini harus di iringi dengan peningkatan literasi digital melalui perluasan program pelatihan dan edukasi untuk Memastikan Masyarakat mampu menggunakan teknologi secara efektif, aman, dan bertanggung jawab.
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